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Konsep	PHPU	

Para	Pihak	dan	Objek	PHPU

Pengajuan	Permohonan,	Jawaban,	dan	Keterangan

Tahapan	dan	Agenda	Persidangan

Jenis	Alat	Bukti

Putusan	Mahkamah



DASAR	HUKUM
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q Undang-Undang Dasar	1945

q Undang-Undang Nomor 24	Tahun 2003	sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7	Tahun 2020		tentang Perubahan Ketiga
Atas	Undang-Undang Nomor 24	Tahun 2003	tentang Mahkamah Konstitusi

q Undang-Undang Nomor 7	Tahun 2017	tentang Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1	Tahun 2022	tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7	Tahun 2017	tentang Pemilihan Umum

q PMK	Nomor 2	Tahun 2023	tentang Tata	Beracara	dalam	Perkara	PHPU	
Anggota	Dewan	Perwakilan	Rakyat	dan	Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah

q PMK	Nomor 3	Tahun 2023	tentang Tata	Beracara	dalam	Perkara	PHPU	
Anggota	Dewan	Perwakilan	Daerah

q PMK	Nomor 4	Tahun 2023	tentang Tata	Beracara	dalam	Perkara	PHPU	
Presiden	dan	Wakil	Presiden



PERSELISIHAN	HASIL	PEMILIHAN	UMUM	
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OBJEK
PENETAPAN

PEROLEHAN	SUARA
HASIL	PEMILU

ANGGOTA	DPR	DAN	
DPRD	SECARA	
NASIONAL
OLEH	KPU

PESERTA PEMILU
PENYELENGGARA	

PEMILU



PARA		PIHAK
(PHPU	ANGGOTA	DPR	DAN	DPRD)
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PHPU

PEMOHON
1. Partai	Politik	Peserta	Pemilu	untuk	pengisian	keanggotaan	

DPR	dan	DPRD.
2. Perseorangan	calon	anggota	DPR	dan	DPRD	dalam	satu	

Partai	Politik	yang	sama	yang	telah	memeroleh	persetujuan	
secara	tertulis	dari	ketua	umum	dan	sekretaris	jenderal	atau	
sebutan	lainnya	dari	Partai	Politik	yang	bersangkutan dan
dinyatakan dalam permohonannya

3. Partai	Politik	Lokal	Peserta	Pemilu	untuk	pengisian	
keanggotaan	DPRA	dan	DPRK.

4. Perseorangan	calon	anggota	DPRA	dan	DPRK	dalam	satu	
Partai	Politik	Lokal	yang	sama	yang	telah	memeroleh	
persetujuan	secara	tertulis	dari	ketua	umum	dan	sekretaris	
jenderal	atau	sebutan	lainnya	dari	Partai	Politik	Lokal	yang	
bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

PIHAK	TERKAIT
1. Partai	Politik	Peserta	Pemilu	yang	berkepentingan	terhadap	Permohonan;
2. Perseorangan	calon	anggota	DPR	dan	DPRD	dalam	satu	Partai	Politik	yang	sama	yang	telah	

memeroleh	persetujuan	secara	tertulis	dari	ketua	umum	dan	sekretaris	jenderal	atau	sebutan	
lainnya	dari	Partai	Politik	yang	bersangkutan	yang	berkepentingan	terhadap	Permohonan;

3. Partai	Politik	Lokal	Peserta	Pemilu	yang	berkepentingan	terhadap	Permohonan	yang	
diajukan	oleh	Pemohon;

4. Perseorangan	calon	anggota	DPRA	dan	DPRK	dalam	satu	Partai	Politik	Lokal	yang	sama	
yang	telah	memeroleh	persetujuan	secara	tertulis	dari	ketua	umum	dan	sekretaris	jenderal	
atau	sebutan	lainnya	dari	Partai	Politik	Lokal	yang	bersangkutan	yang	berkepentingan	
terhadap	Permohonan;

PEMBERI	KETERANGAN
BAWASLU

TERMOHON
KPU



OBJEK	PERMOHONAN
(PHPU	ANGGOTA	DPR	DAN	DPRD)
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Perolehan kursi
Pemohon dan/atau 

terpilihnya 
anggota 

DPR dan/atau DPRD 
di suatu daerah 

pemilihan

Penetapan
perolehan suara

hasil Pemilu Anggota	
DPR	dan	DPRD	secara
nasional oleh KPU

yang memengaruhi



PENGAJUAN	PERMOHONAN
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1. Pengajuan Permohonan:
a. paling	lama	3	x	24	(tiga	kali	dua	puluh	empat)	jam	sejak	diumumkan	

penetapan	perolehan	suara	hasil	Pemilu	anggota	DPR	dan DPRD secara	
nasional	oleh	Termohon

b. secara	luring	(offline)	atau	secara	daring	(online).
2.	Pengajuan	Permohonan	secara	daring	(online),	berkas Permohonan	asli	
diserahkan paling	lama	3	x	24	(tiga	kali	dua	puluh	empat)	jam	sampai	berakhirnya	
tenggang	waktu	pengajuan	perbaikan	Permohonan

3. Pengajuan	Permohonan	sekurang-kurangnya	terdiri	atas:
a. permohonan;
b. dalam	hal	permohonan	diajukan	oleh	perseorangan,	harus	melampirkan	surat	
persetujuan	secara	tertulis	yang	asli	dari	ketua	umum	dan	sekretaris	jenderal	
atau	sebutan	lainnya	dari	Parpol atau	Parpol	Lokal	yang	bersangkutan;

c. fotokopi Surat	Keputusan	Termohon	mengenai	penetapan	perolehan	suara	hasil	
Pemilu	anggota	DPR	dan DPRD	secara	nasional	yang diumumkan	oleh	
Termohon;	

d. fotokopi KTP	atau	Identitas	Pemohon;	dan
e. Surat	kuasa	disertai	fotokopi kartu	tanda	anggota	bagi	advokat	sebagai	kuasa	
hukum.



PERMOHONAN
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1. Permohonan	diajukan	secara	tertulis	dalam	bahasa	Indonesia	dan	ditandatangani	
oleh	Pemohon atau kuasa hukum sebanyak	4	(empat) rangkap

2.		Permohonan	yang	diajukan	oleh	kuasa	hukum,	ditandatangani	oleh	kuasa	hukum
3.		Permohonan	memuat:
a. nama	dan	alamat	Pemohon dan/atau	kuasa	hukum,	alamat	surat	elektronik	
(e-mail),	serta	nomor	telepon dan	seluler,	nomor kartu	tanda	anggota	bagi	
advokat	sebagai	kuasa	hukum.

b.	Uraian	yang	jelas	mengenai:
b.1			kewenangan	Mahkamah
b.2			kedudukan	hukum	Pemohon
b.3			tenggang	waktu	pengajuan	permohonan
b.4			pokok	permohonan,	mengenai	kesalahan	hasil	penghitungan	suara	yang	

ditetapkan	oleh	Termohon	dan	hasil	penghitungan	suara	yang	benar	
menurut	Pemohon

b.5 petitum,	mengenai	permintaan	untuk	membatalkan	penetapan	hasil	
penghitungan	perolehan	suara	oleh	Termohon	dan	menetapkan	hasil	
penghitungan	perolehan	suara	yang	benar	menurut	Pemohon



Lanjutan …
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4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar
alat bukti

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua)	 rangkap (1	 eksemplar	
dibubuhi	meterai	dan	1	eksemplar	merupakan	penggandaan)

6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti
sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

7. Daftar	 alat	 bukti	 harus	 sesuai	 dengan	 alat	 bukti	 yang	 diserahkan,	 apabila	 terdapat	
perbedaan	 antara	 daftar	 alat	 bukti	 dan	 alat	 bukti,	 maka	 daftar	 alat	 bukti	 dan	 alat	
bukti	tersebut	dikembalikan	kepada	Pemohon	untuk	diperbaiki/dilengkapi.

8. Penyerahan	Permohonan Pemohon	dan	daftar	alat	bukti	yang	diajukan	melalui	luring	
(offline)	disertai	dengan	salinan	Permohonan	Pemohon	serta	daftar	alat	bukti	dalam
bentuk dokumen digital (softcopy) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam
1 (satu) unit penyimpan data berupa flash disk.

9. Penyerahan	 Permohonan	 Pemohon	 dan	 daftar	 alat	 bukti	 yang	 diajukan	 melalui	
daring	 (online)	 disertai	 dengan	 salinan	 dalam	 bentuk	 digital	 (softcopy)	 dengan	
format	word	(.docx)	dan	pdf.

10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital	
(softcopy), Mahkamah menggunakan Permohonan	dalam dokumen fisik.



PENARIKAN	KEMBALI
PERKARA	PHPU	ANGGOTA		DPR	DAN	DPRD
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Sebelum	
BRPK

Setelah
BRPK

Ketetapan	
Penarikan	Kembali

disertai	dengan	pengembalian	
berkas	permohonan

Penarikan	kembali	
secara	tertulis atau	lisan
paling	lama	pada	sidang	

terakhir

Pengucapan		Ketetapan	
(20	– 22	Mei	2024)	atau																									

(4	– 5	Juni	2024)

e-BRPK
(22	April	2024)



JAWABAN	TERMOHON
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JAWABAN	
TERMOHON

1	hari	 kerja	
sebelum	sidang	
Pemeriksaan	
Persidangan

diajukan paling lama

1. Jawaban	Termohon	diajukan	secara	tertulis	dalam	Bahasa	Indonesia	ditandatangani	oleh	
Termohon/kuasa	hukum

2. Jawaban	Termohon	diajukan	sebanyak 4	(empat)	rangkap	yang	salah satunya asli,	
3. Jawaban	Termohon	memuat:

a.	nama	dan	alamat	Termohon	dan/atau	kuasa	hukum,	alamat	surat	elektronik	(e-mail),	serta	nomor	
telepon dan	seluler,	nomor kartu	tanda	anggota	bagi	advokat	sebagai	kuasa	hukum;

b.	uraian	yang	jelas	mengenai	tanggapan	Termohon	terhadap:
1. kewenangan	Mahkamah
2. kedudukan	hukum	Pemohon	
3. tenggang	waktu	pengajuan	permohonan		
4. Keputusan	Termohon	mengenai	penetapan	perolehan	suara	hasil	Pemilu	anggota	DPR	dan	DPRD	
secara	nasional	yang diumumkan	oleh	Termohon;	dan

5. petitummengenai	permintaan	kepada	Mahkamah	untuk	menyatakan	Keputusan	Termohon	
tentang	penetapan	hasil	penghitungan	perolehan	suara	hasil Pemilu telah	benar

4. Jawaban	Termohon	dilengkapi	dengan	alat	bukti	dan	daftar	alat	bukti.
5. Alat	bukti	berupa	surat	atau	tulisan,	sebanyak	2	(dua)	rangkap
							(1	eksemplar	dibubuhi	meterai	dan	1	eksemplar	merupakan	penggandaan)



Lanjutan	…
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6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada
alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti

7. Penyerahan	 Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui
luring (offline) disertai dengan salinan Jawaban Termohon serta daftar alat bukti
dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan format word (.doc/docx) yang
disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa flash disk.

8. Daftar	 alat	 bukti	 harus	 sesuai	 dengan	 alat	 bukti	 yang	 diserahkan,	 apabila	
terdapat	perbedaan	antara	daftar	alat	bukti	dan	alat	bukti,	maka	daftar	alat	bukti	
dan	 alat	 bukti	 tersebut	 dikembalikan	 kepada	 Termohon	 untuk	
diperbaiki/dilengkapi.

9. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui
daring (online) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (softcopy)
dengan format word (.doc/.docx) dan	pdf.

10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital	
(softcopy), Mahkamah menggunakan Jawaban	Termohon	dalam dokumen fisik.



PERMOHONAN	PIHAK	TERKAIT
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Pengajuan
Permohonan
sebagai Pihak

Terkait

Ketetapan	
Pihak	Terkait

e-BRPK
(22	April	2024)

Paling	lama	2	(dua)	hari	kerja	sejak	
permohonan	dicatat	dalam	e-BRPK

(22	-	23	Apr	2024)

Penyampaian	Ketetapan	
Pihak	Terkait

23	-	24	Apr	2024

Diterbitkan	sebelum	Sidang	
Pemeriksaan	Pendahuluan



KETERANGAN	PIHAK	TERKAIT
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Keterangan	
Pihak Terkait

1 hari	kerja sebelum
Pemeriksaan	
Persidangan

diajukan paling lama

1. Keterangan	Pihak	Terkait	diajukan	secara	tertulis	dalam	Bahasa	Indonesia	ditandatangani	oleh	Pihak	
Terkait	atau	kuasa	hukum

2. Keterangan	Pihak Terkait diajukan	sebanyak	4	(empat)	rangkap	yang	salah satunya asli
3. Keterangan	Pihak	Terkait memuat:

a. nama	dan	alamat	Pihak	Terkait	dan/atau	kuasa	hukum,	alamat	surat	elektronik	(e-mail),	serta	
nomor	telepon dan	seluler, nomor kartu	tanda	anggota	bagi	advokat	sebagai	kuasa	hukum;	

b. uraian	yang	jelas	mengenai	Pihak	Terkait	merupakan	Partai	Politik	Peserta	Pemilu	atau	
perseorangan	Peserta	Pemilu	dari	Partai	Politik	yang	sama;

c. uraian	yang	jelas	mengenai	tanggapan	Pihak	Terkait	terhadap	kewenangan	Mahkamah,	kedudukan	
hukum	Pemohon,	tenggang	waktu	pengajuan	permohonan,	serta	pokok	permohonan;

d. Petitum,	memuat	mengenai	permintaan	kepada	Mahkamah	untuk	menyatakan	Keputusan	
Termohon	tentang	penetapan	hasil	penghitungan	perolehan	suara	hasil Pemilu	telah	benar

4. Keterangan	Pihak	Terkait	dilengkapi	dengan	alat	bukti	dan	daftar	alat	bukti.
5. Alat	bukti	berupa	surat	atau	tulisan	sebanyak	2 (dua)	rangkap
							(1	eksemplar	dibubuhi	meterai	dan	1	eksemplar	merupakan	penggandaan)



Lanjutan	…
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6. Setiap alat	bukti	diberi	tanda	bukti	tertulis	berupa	label	yang	ditempelkan	pada	
alat	bukti	sesuai	dengan	urutan	yang	tertuang	dalam	daftar	alat	bukti	

7. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang	diajukan melalui
luring	(offline)	disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat
bukti diserahkan dalam bentuk softcopy		dengan format word	(.doc/docx)	yang	
disimpan dalam 1	(satu)	unit		data	berupa flash	disk.

8. Daftar	alat	bukti	harus	sesuai	dengan	alat	bukti	yang	diserahkan,	apabila	terdapat	
perbedaan	antara	daftar	alat	bukti	dan	alat	bukti,	maka	daftar	alat	bukti	dan	alat	
bukti	tersebut	dikembalikan	kepada	Pihak	Terkait	untuk	diperbaiki/dilengkapi.

9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang	diajukan melalui
daring	(online)	disertai dengan Salinan	dan daftar alat bukti diserahkan dalam
bentuk dokumen	digital	(softcopy)	dengan	format	word	(.doc/.docx)	dan	pdf.

10. Dalam	hal	terdapat	perbedaan	antara	dokumen	fisik	dengan	dokumen	digital	
(softcopy),	Mahkamah	menggunakan	Keterangan Pihak Terkait dalam	dokumen	
fisik.



KETERANGAN	BAWASLU
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diajukan paling lamaKeterangan	
Bawaslu

1 hari	kerja sebelum
Pemeriksaan	
Pendahuluan

1. Keterangan	Bawaslu	diajukan	secara	tertulis	dalam	Bahasa	Indonesia	ditandatangani	oleh	
Bawaslu/kuasa	hukum

2. Keterangan	Bawaslu	diajukan	sebanyak	4	(empat)	rangkap	yang	salah satunya asli
3. Keterangan	Bawaslu	memuat:
a.	nama	dan	alamat	Bawaslu	dan/atau	kuasa	hukum,	alamat	surat	elektronik	(e-mail),	serta	
nomor	telepon dan	seluler,	serta kartu	tanda	anggota	bagi	advokat	sebagai	kuasa	hukum;

b.		uraian	yang	jelas	mengenai pelaksanaan pengawasan,	meliputi:	
1.Tindak	lanjut	laporan	dan/atau	temuan yang	berkenaan dengan pokok permohonan;
2.Keterangan	Bawaslu	berkaitan	dengan	pokok	permasalahan	yang	dimohonkan	oleh	
Pemohon;

4. Keterangan	Bawaslu	dapat dilengkapi	dengan	alat	bukti	dan	daftar	alat	bukti.
5. Alat	bukti	berupa	surat	atau	tulisan	 dan daftar alat bukti sebanyak	2 (dua)	rangkap
						(1	eksemplar	dibubuhi	meterai	dan	1	eksemplar	merupakan	penggandaan)



Lanjutan	…
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6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada
alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui
luring (offline) diserahkan dalam bentuk softcopy dengan format word
(.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa flash disk.

8. Daftar	alat	bukti	harus	sesuai	dengan	alat	bukti	yang	diserahkan,	apabila	terdapat	
perbedaan	antara	daftar	alat	bukti	dan	alat	bukti,	maka	daftar	alat	bukti	dan	alat	
bukti	tersebut	dikembalikan	kepada	Bawaslu	untuk	diperbaiki/dilengkapi.

9. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui
daring (online) diserahkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan
format word (.doc/.docx)	dan	pdf.

10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital	
(softcopy), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik



PERSIDANGAN
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PERSIDANGAN
1

Pemeriksaan
Pendahuluan

3
Pengucapan
Putusan

2
Pemeriksaan
Persidangan

Ø Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
Ø Jadwal	hari	sidang	Mahkamah	dapat	diketahui	dan	diakses	melalui	Laman	

Mahkamah
Ø Mahkamah	dapat	menyelenggarakan	pemeriksaan	melalui	persidangan	jarak	jauh	

dengan	menggunakan	video	conference	atau	fasilitas media	elektronik	pada
Mahkamah

Ø Persidangan	jarak	jauh	diselenggarakan	atas	inisiatif	Mahkamah	atau	berdasarkan	
permintaan	para	pihak	setelah	memeroleh	persetujuan	dari	Mahkamah



PEMERIKSAAN	PENDAHULUAN
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Pemeriksaan	Pendahuluan	
Sidang	yang	dilaksanakan	untuk	menyampaikan	pokok-pokok	permohonan	
Pemohon,	memeriksa	kelengkapan	dan	kejelasan	materi	Permohonan,	
mengesahkan	alat	bukti	Pemohon.

Ø Pemeriksaan	Pendahuluan	dilaksanakan	paling	cepat	5 (lima)	hari	kerja	sejak	
permohonan	dicatat	dalam	e-BRPK

Ø Pemberitahuan	sidang	pertama	disampaikan kepada	Pemohon,	Termohon,	 Pihak
Terkait,	dan	Bawaslu	paling	lama	1 (satu)	hari	kerja	setelah	Permohonan	
dicatat	dalam	e-BRPK atau paling	lama	3	(tiga)	hari	kerja	sebelum	sidang
Pemeriksaan Pendahuluan

Ø Pemohon/kuasa	hukum,	Termohon	atau	kuasa	hukum,	Calon	Pihak	Terkait	atau	
kuasa	hukum,	dan	Bawaslu	hadir	dalam	Pemeriksaan	Pendahuluan	

Ø Pemohon/kuasa	hukum	tidak	hadir	dalam	Pemeriksaan	Pendahuluan	tanpa	
alasan	yang	sah	meskipun	telah	dipanggil	secara	sah	dan	patut,	Mahkamah	
menyatakan	Permohonan	gugur

Ø Permohonan	yang	dinyatakan	gugur,	Mahkamah	menerbitkan	Ketetapan	yang	
diucapkan	dalam	Sidang	Pleno	terbuka	untuk	umum



PEMERIKSAAN	PERSIDANGAN
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Pemeriksaan	Pendahuluan	
Sidang	yang	dilaksanakan	untuk	memeriksa permohonan	Pemohon,	memeriksa	
Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait,	dan/atau Keterangan Bawaslu,
mengesahkan	alat	bukti,	memeriksa alat bukti tertulis,	mendengar keterangan
saksi/ahli,	memeriksa alat bukti lain,	memeriksa rangkaian data,	keterangan,	
perbuatan,	keadaan,	dan/atau peristiwa yang	sesuai dengan alat bukti lain	yang	
dapat dijadikan bukti petunjuk.

Ø Pemeriksaan	Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan
Pendahuluan.

Ø Pemohon/kuasa	hukum,	Termohon/kuasa	hukum,	Pihak	Terkait/kuasa	hukum,	
dan	Bawaslu,	saksi/ahli,	serta pemberi keterangan hadir	dalam	Pemeriksaan	
Persidangan.

Ø Pemohon/kuasa	hukum	tidak	hadir	dalam	Pemeriksaan	Persidangan tanpa	
alasan	yang	sah	meskipun	telah	dipanggil	secara	sah	dan	patut,	Mahkamah	
menyatakan	Permohonan	tidak dapat diterima.

Ø Permohonan	yang	dinyatakan	tidak dapat diterima,	Mahkamah	menjatuhkan
putusan yang	diucapkan	dalam	Sidang	Pleno	terbuka	untuk	umum



PERSIDANGAN	PERKARA	PHPU	
ANGGOTA	DPR	dan	DPRD
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SIDANG	PANEL
(Pemeriksaan	
Pendahuluan)

RPH

• memeriksa	
kelengkapan	dan	
kejelasan	materi	
permohonan

• mengesahan	alat	
bukti	Pemohon

§ memeriksa	
permohonan	
Pemohon;

§ memeriksa	
Jawaban	
Termohon,	
Keterangan	
Pihak	Terkait,	
dan/atau	
Keterangan	
Bawaslu;

§ mengesahkan	
alat	bukti

§ memeriksa	alat	
bukti	tertulis;

§ mendengarkan	
keterangan	saksi;

§ mendengarkan	
keterangan	ahli;	

§ memeriksa	alat	
bukti	lain

Pembahasan
perkara dan
pengambilan
putusan

Pembahasan
perkara dan
pengambilan
putusan

SIDANG	PANEL
(Pemeriksaan	
Persidangan)

SIDANG	 PANEL/	
SIDANG	PLENO
(Pemeriksaan	
Persidangan
Lanjutan)

RPH SIDANG	
PLENO

SIDANGPLENO
(Pengucapan

Putusan/Ketetapan)

(Pengucapan	
Putusan	

Sela/Purtusan	
Akhir/	

Ketetapan)

Penyerahan Jawaban
Termohon,	Keterangan Pihak
Terkait,	Keterangan Bawaslu
paling	lama	1	(satu)	hari kerja
sebelum sidang Pemeriksaan

Persidangan

6 Mei	– 14	Mei	2024
(6	hari kerja)

26	Apr	– 6		Mei	2024
(6	hari kerja)

7	Mei	– 15	Mei	2024
(6	hari kerja)

15	–	17	Mei	2024
(3 hari	kerja)

20	–	22	Mei	2024
(3 hari	kerja)

24	–	28	Mei	2024
(3 hari	kerja)

29	Mei	-	3	Juni	2024
(4 hari	kerja)

4	-		5	Juni	2024
(2 hari	kerja)



JENIS	ALAT	BUKTI
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1. Surat	atau	tulisan;
2. Keterangan	para	pihak;
3. Keterangan	saksi;
4. Keterangan	ahli;
5. Keterangan	pihak	lain;
6. Alat	bukti	lain;	dan/atau
7. Petunjuk.



ALAT	BUKTI		(PHPU	ANGGOTA	DPR	dan	DPRD)
(Surat	atau	Tulisan)

23

1. Keputusan	Termohon	tentang	rekapitulasi	hasil	penghitungan	suara	Pemilu Anggota DPR	
dan DPRD

2.		Keputusan	Termohon	tentang	penetapan	peserta	Pemilu	Anggota	DPR	dan DPRD	
peserta	Pemilu	beserta	lampirannya

3. Keputusan	Termohon	tentang	penetapan	nomor	urut	peserta	Pemilu	Anggota	DPR	dan
DPRD beserta	lampirannya

4.		Berita	acara	dan	salinan	rekapitulasi	hasil	penghitungan	suara	yang	ditandatangani	oleh
penyelenggara	Pemilu	sesuai	dengan tingkatannya:
a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	atau Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
b. KPU/KIP	kabupaten/kota
c. KPU/KIP	provinsi;	dan/atau
d. KPU

5. Salinan	putusan	pengadilan	yang	telah	memeroleh	kekuatan	hukum	tetap;	dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.



Lanjutan …
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Alat bukti keterangan	ahli	dapat	diajukan	oleh	Pemohon,	Termohon,	dan	 PT.
• Ahli	terlebih	dahulu	mendapatkan	persetujuan	dari	Mahkamah	sebelum	
memberikan	keterangannya.

• Mahkamah	dapat	memanggil	ahli	untuk	didengar	keterangannya

Alat bukti keterangan para	pihak (jawaban Termohon,	keterangan Pihak
Terkait,		keterangan Bawaslu)	yang	disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan	saksi:
a. keterangan	saksi	yang	ditugaskan	secara	resmi	oleh	Pemohon	dan	PT.
b.		keterangan	saksi	yang	berasal	dari	Pemantau	Pemilihan	yang	mendapat	
sertifikat	akreditasi	dari	Bawaslu;	dan

c.		saksi	lain.



Lanjutan …
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Alat	bukti	petunjuk,merupakan	hasil	pengamatan	hakim	terhadap	rangkaian
data,	keterangan,	perbuatan,	keadaan,	dan/atau	peristiwa	yang	sesuai	dengan	
Alat bukti	lain

Alat bukti keterangan	pihak	lain,	merupakan	keterangan	yang	disampaikan	
oleh	pihak	lain	yang	dipandang	perlu	oleh	Mahkamah

Alat	bukti	lain,	berupa	informasi	yang	diucapkan,	dikirimkan,	diterima,	atau	
disimpan	secara	elektronik	dengan	alat	optik	atau	 yang	serupa	dengan	itu



PUTUSAN	MAHKAMAH

26

Perkara PHPU	Anggota DPR	dan DPRD	diputus Mahkamah paling	lama
30	(tiga puluh)	hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan,	Putusan Sela,	atau Ketetapan

Putusan Mahkamah,	vonis majelis hakim	untuk menyelesaikan suatu
perkara PHPU	Anggota DPR	dan DPRD	yang	diajukan oleh Pemohon
dan telah dicatat dalam e-BRPK,	diperiksa dan diputuskan dalam RPH,	serta
diucapkan dalam Sidang pleno terbuka untuk umum,	termasuk ketetepan

Putusan Sela Mahkamah:
§ berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain	untuk melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang	berkaitan dengan objek yang	
dipersengketakan

§ Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan
laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan
dalammenjatuhkan putusan



Lanjutan …
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Amar	Putusan:
§ Permohonan	tidak	dapat	diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
§ Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
§ Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:
§ Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
§ Pemohon	menarik	kembali	Permohonan
§ Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama
Pemeriksaan Pendahuluan

Amar	Ketetapan:
§ Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
§ Permohonan Pemohon	ditarik kembali
§ Permohonan Pemohon gugur



PENGUCAPAN	DAN	PENYAMPAIAN	SALINAN	PUTUSAN
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Ø Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam	Sidang	
Pleno	terbuka	untuk	umum

Ø Salinan	Putusan	Mahkamah	disampaikan kepada	Pemohon,	
Termohon,	Pihak	Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat,	
Dewan	Perwakilan Rakyat,	Dewan	Perwakilan Daerah,	Presiden
atau Pemerintah,	Bawaslu,	dan	Partai Politik Peserta Pemilu
dalam	jangka	waktu	paling	lama	2 (dua)	hari	kerja sejak	
pengucapan	putusan

Ø Penyampaian	salinan	Putusan Mahkamah dapat	dilakukan	
secara	elektronik

Ø Putusan	Mahkamah	dimuat	dalam Laman	Mahkamah



REKAPITULASI	PUTUSAN	PHPU	DPR	dan	DPRD
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Tahun Pemohon 
Parpol

Jumlah 
Perkara Kabul Tolak Tidak 

Diterima
Ditarik 

Kembali
Gugur/ 

T.B.

2004 23 44 15 13 16 0 0

2009 42 70 24 37 8 1 0

2014 14 296 1 291 2 2 0

2019 20 261 13 82 122 10 34



SEKIAN
TERIMA	KASIH
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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
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§ Kepala	Pusat	Penelitian,	Pengkajian Perkara,	dan	Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi RI

§ External	Research	Fellow	di	Center of	Public,	International	and	Comparative	Law	(CPICL),	
the	University	of	Queensland,	Australia

§ Pengurus Pusat	Asosiasi	Pengajar Hukum	Tata	Negara	&	Hukum	Administrasi Negara	(APHTN-HAN)	

§ Dosen Pengajar di	FH	Universitas	Brawijaya,	FH	UGM,	FH	UI,	FH	UNEJ,	dan	FH	UNSOED

§ Pengajar	Tetap	“Hukum	Acara	MK”	untuk	Pendidikan	Khusus	Profesi	Advokat	(PKPA)	

§ Narasumber	Bimtek	“Hukum	Acara	MK”	di	Pusat	Pendidikan	Pancasila	dan	Konstitusi	MKRI

§ Chief	Editor	dari	Constitutional	Review	Journal	(Scopus)	

§ Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum	Indonesia	(APJHI)

Pan	Mohamad	Faiz,	S.H.,	M.C.L.,	Ph.D.
S.H.	(Universitas	Indonesia)

M.C.L.	(University	of	Delhi)

Ph.D.	(University	of	Queensland)

International	Visitor	Leadership	Program	(IVLP),	Amerika	Serikat

Leadership	on	Court	Governance,	Singapore	Judicial	College,	Singapura

Judicial	Training	Program,	The	Hague	University	of	Applied	Science,	Belanda

faiz@mkri.id

www.panmohamadfaiz.com

@panmohamadfaiz

http://www.panmohamadfaiz.com/

